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ABSTRAK 
Pornografi disajikan secara bebas tanpa batas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung 
jawab. Peredaran pornografi hampir menyentuh di berbagai bidang media masa, seperti 
koran, majalah, tabloid, film, buku, gambar/foto, bahkan ada pula yang di sebarluaskan 
secara langsung dengan cara mempertontonkan dikhalayak ramai. Berdasarkan uraian di 
atas, maka yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
tentang bagaimana cara untuk menanggulangi para pelaku tindak pidana penyebaran 
pornografi dan bagaimana kesesuaian putusan dengan Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008. 
Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada studi 
kasus berupa putusan hakim dalam sebuah perkara, yang kemudian dikaji dengan data 
kepustakaan berupa undang-undang dan berbagai pendapat para ahli. Setelah dilakukan 
penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa cara menanggulangi penyebaran pornografi, 
yakni dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma hukum agama. Selain itu, faktor 
penanggulangan pornografi adalah dengan peran orang tua yang sangat dibutuhkan dalam 
membimbing anak, peran masyarakat di sekitar juga sangat penting, dan juga peran dari 
tokoh-tokoh agama untuk memberikan masukan-masukan rohani kepada anak-anak 
generasi sekarang.  
Kata Kunci: pertanggungjawaban, pelaku, penyebarluasan pornografi. 
 
ABSTRACT 
pornography is presented freely indefinitely by irresponsible people. The distribution of 
pornography is almost touching in various fields of mass media, such as newspapers, 
magazines, tabloids, films, books, pictures/photos, and some are distributed directly by 
way of showing it to the public. Based on the description above, what can be used as a 
formulation of the problem in this research is how to deal with the perpetrators of the 
crime of spreading pornography and how the verdict conforms with Article 29 of Law 
No. 44 of 2008. The method used is juridical normative, with an emphasis on a case studi 
in the form of a judge's decision in a case, which is then reviewed with literature data in 
the form of laws and various opinions of experts. After conducting the research, it was 
concluded that the way to overcome the spread of pornography is by instilling religious 
legal values and norms. In addition, the overcoming factor of pornography is the role of 
parents who are very much needed in guiding children, the role of the surrounding 
community is also very important, and also the role of religious leaders to provide 
spiritual input to children of the current generation.  
Keywords: accountability, perpetrators, dissemination of pornography. 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Pornografi di Indonesia merupakan masalah serius bagi pemerintah, di mana 
Associated press atau yang biasa kita tahu sebagai sebuah kantor surat kabar di Amerika 
Serikat pernah menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi surga pornografi berikutnya, 
karena di Indonesia sekarang ini berbagai informasi maupun gambar-gambar erotis atau 
sensual dengan mudah dapat di unduh yang hanya untuk sekedar ditonton maupun 
dinikmati sehingga oleh oknum-oknum tertentu gambar-gambar yang bersifat pornografis 
tersebut telah pula dikembangkan dan diperniagakan. Seperti misalnya kita bisa 
memperoleh di mana pun dan tidak ada pembatasan atas siapa pun terutama termasuk 
Video Compact Disc (VCD) porno dan banyaknya poster-poster yang menunjukkan 
gambar-gambar yang sifatnya porno. 
Pornografi merupakan candu yang sulit untuk disembuhkan, eksistensi pornografi 
semakin berkembang di tengah kemunculan teknologi komunikasi dan informasi yang 
semakin pesat seperti sekarang ini. Pornografi dan media merupakan dua hal yang tidak 
dapat di pisahkan satu sama lainya. Bagi media yang mengusung pornografi sebagai 
kontenya, pornografi dianggap sebagai seni tubuh seorang wanita yang elok tiada 
tandingannya.1 Pornografi juga merupakan bisnis yang memiliki perputaran uang sangat 
besar. Bisnis pornografi bukan bisnis kecil-kecilan. Terlepas dari persoalan agama dan 
moral. 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan andil terhadap 
meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang 
memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia 
sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang 
luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak 
asusila dan pencabulan. 
Kebebasan berekspresi yang positif tentu akan berdampak positif pula, namun sering 
kali kebebasan berekspresi itu sering di salah artikan sebagai kebebasan yang sebebas-
bebasnya tanpa adanya batasan, sehingga sering melanggar norma kesusilaan, norma 
agama dan norma kesopanan di dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata porno yang berasal dari kata porne berarti 
cabul, sedangkan kata pornografi, Menurut KBBI adalah penggambaran tingkah laku 
secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu berahi pada era globalisasi 
seperti saat ini, pornografi disajikan secara bebas tanpa batas oleh oknum-oknum yang 
tidak bertanggung jawab. 
Peredaran pornografi hampir menyentuh di berbagai bidang media masa, seperti: 
koran, majalah, tabloid, film, buku, gambar/foto, bahkan tulisan, materi sandiwara dan 
dagelan masyarakat Menurut sifatnya pornografi dibagi ke dalam dua jenis: Hard-core 
dan soft-core. Hard-core pornografi adalah pornografi yang memperlihatkan seks dalam 
bentuk yang sangat eksplisit, kekerasan atau tidak senonoh, sedangkan soft core 
pornografi adalah materi yang menampilkan, ketelanjangan, adegan-adegan secara 





1  Neng Djubaedah, Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2011) hlm. 1. 
2  Andi Hamzah, Pornografi Dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan, Cetakan ke-1 (Jakarta: 
Bina Mulia, 1987) hlm. 37. 
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Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengajukan permasalahan yang nantinya 
akan dibahas pada pembahasan selanjutnya, adapun rincian dari permasalahan tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah cara untuk menanggulangi para pelaku tindak pidana penyebaran 
pornografi? 
2. Apakah putusan hakim telah sesuai dalam memutus perkara tindak pidana pelaku 
penyebarluasan pornografi pada Putusan 2348K/Pid.Sus/2014/PN.Kabanjahe? 
Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana cara menanggulangi para pelaku tindak pidana 
penyebaran pornografi, serta pendekatan apa saja yang bisa di gunakan dalam 
mengurangi penyebarluasan pornografi. 
2. Untuk mengetahui apakah putusan majelis hakim telah sesuai dalam memutus perkara 
Nomor 2348K/Pidsus/2014/PN.Kabanjahe. 
Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis 
normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada studi kasus berupa 
putusan hakim dalam sebuah perkara yang kemudian dikaji dengan data kepustakaan 
berupa undang-undang dan berbagai pendapat para ahli. 
 
PEMBAHASAN 
Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni pornos dan grafi. 
Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan 
seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafi adalah 
gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda patung, yang isinya atau artinya 
menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa 
kesusilaan masyarakat.3 Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam 
KUH Pidana yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan 
(Pasal 282-283 KUH Pidana) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 
532-533 KUH Pidana). Ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 282 
KUH Pidana, yang menyebutkan sebagai berikut:4 
(1) “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum 
tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, 
atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau 
ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, 
memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, 
atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau 
dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya 
sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 
empat bulan atau pidana denda paling tinggi Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu 
rupiah); 
(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum 
tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa 
dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, 
 
3  Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 22.  
4  Andi Hamzah, Pornografi Dalam Hukum Pidana: Studi Perbandingan (Jakarta: Bina Mulia, 1987) hlm. 
32.  
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membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari 
negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan 
atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk 
sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga 
bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana 
paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp45.000,00 (empat 
puluh lima ribu rupiah); 
(3) Yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai 
pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun 
delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima 
ribu rupiah).” 
Dalam Pasal 282 KUH Pidana di atas terdiri dari 3 (tiga) ayat yang memiliki beberapa 
bentuk tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam ayat 
(1) terdiri dari 3 (tiga) bentuk tindak pidana dengan masing-masing bentuk perbuatan 
sebagai berikut: Pertama, menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan; kedua, 
membuat memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkan dari dalam negeri, 
memiliki persediaan; ketiga, menawarkan (secara terang-terangan atau dengan 
mengedarkan surat tanpa diminta), menunjukkan sebagai dapat diperoleh. 
Ketiga bentuk perbuatan di atas semuanya mempunyai objek yang sama yaitu tulisan 
yang melanggar kesusilaan, gambar yang melanggar kesusilaan, benda yang melanggar 
kesusilaan. Di mana pelaku dalam melakukan perbuatannya mengetahui bahwa perbuatan 
yang dilakukannya melanggar kesusilaan permasalahan pornografi, dalam KUHP tidak 
hanya dirumuskan dalam bentuk kejahatan, tetapi juga dalam bentuk pelanggaran 
terhadap kesusilaan. Ketentuan ini diatur dalam Buku III Bab VI tentang Pelanggaran 
Kesusilaan.5 (Pasal 532-533 KUH Pidana). Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 
532 KUH Pidana, yang isinya sebagai berikut: 6 
“Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak 
lima dua ratus dua puluh lima rupiah: 
1. Barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan; 
2. Barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan; 
3. Barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau 
gambaran yang melanggar kesusilaan.” 
Rumusan Pasal 532 KUH Pidana di atas mengandung 3 (tiga) bentuk pelanggaran 
terhadap kesusilaan. Sifat melanggar dalam masalah ini yaitu pembuatan, 
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berdampak pada masyarakat yang 
mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 
Dengan adanya undang-undang anti pornografi dapat mengartikan perbedaan 
penafsiran tentang pornografi yang berbeda-beda sehingga masalah pornografi dapat 
ditanggulangi, sehingga pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
2008 tentang Pornografi dapat menjadi dasar acuan, seperti permasalahan pornografi di 
Indonesia yang hingga kini masih belum terselesaikan, dikarenakan lemahnya tanggapan 
masyarakatnya sendiri terhadap adanya pornografi, selain itu adanya perbedaan 
pengertian dan definisi pornografi setiap individu dengan individu lain yang menjadikan 
masalah tersendiri dalam penanggulangannya. 
 
5  Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 121. 
6  Ibid., hlm. 45. 
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Upaya untuk mencegah penyebaran pornografi di Indonesia sudah ditanggapi serius 
oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi. 
Pengertian Pemidanaan 
Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum 
pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. 
Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan 
pemidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pemidanaan 
diartikan sebagai penghukuman. Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. 
Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah 
hukuman berasal dari kata straf dan istilah dihukum berasal dari perkataan word gestraft. 
Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata straf 
dan diancam dengan pidana untuk kata word gestraft. Hal ini disebabkan apabila kata 
straf diartikan hukuman, maka kata straf recht berarti hukum-hukuman. Menurut 
Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. 
Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih 
luas.7 
Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan 
demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses 
mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana, 
seperti pada penjelasan: 
“A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system 
pronouncing people guilty without any formal consequences following form that 
guilt.” (Diterjemahkan: Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan 
seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut). 
Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai 
“dapat dicela”, maka di sini pemidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.8 
Sudarto menyatakan bahwa “pemidanaan” adalah sinomin dengan perkataan 
penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan, penghukuman berasal dari kata dasar 
“hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan 
tentang hukumnya. 
Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut 
bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum 
perdata, hukum administrasi). Sehingga, menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka 
istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana 
kerap kali sinonim dengan “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh 
hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan 
“sentence” atau “veroordeling”, misalnya dalam pengertian “sentence conditionaly” atau 
“voorwaardelijk veroordeeid” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau 
“dipidana bersyarat”.9 
Teori Absolut atau Teori pembalasan 
Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk 
menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori 
 
7  Moeljatno, Membangun Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 1985) hlm. 40 . 
8  Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban 
Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006) hlm. 125. 
9  W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, terjemahan R.A. Koesnoen (Jakarta: Pembangunan 
2010) hlm. 24. 
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absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk 
memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan 
proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:10 
“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana 
mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju 
kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah 
agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan 
absolut atas keadilan.”  
Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik 
pencegahan khusus (speciale preventie) yang ditujukan kepada pelaku maupun 
pencegahan umum (general preventie) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini 
berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, detterence, dan reformatif. 
Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan 
pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk 
menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak 
mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang, sedangkan 
tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan 
dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan 
kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada 
di masyarakat 
Teori Gabungan/Modern (Vereningings Theorien)  
Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat 
plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut 
(pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh 
pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, 
sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah 
suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Teori ini 
diperkenalkan oleh A. Prins, G.A van Hammel, dan F. von List dengan pandangan 
sebagai berikut:11 
1. “Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala 
masyarakat; 
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil 
studi antropologi dan sosiologis; dan 
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah 
untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana. Oleh karena 
itu, pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam 
bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.” 
Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu 
memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan 
pemidanaan dan pendidikan. 
Tindak pidana pornografi memang tidak dapat dipungkiri telah merusak nilai akhlak 
dan moral kesusilaan umum. Masalah pornografi merupakan perkara serius yang dapat 
menghancurkan moral bangsa dan dampaknya sangat berbahaya bagi masyarakat dan 
generasi muda. Di sisi lain ketika penemuan teknologi informasi terus berkembang dalam 
skala masal, teknologi itu kemudian telah mengubah bentuk masyarakat dari masyarakat 
dunia lokal menjadi masyarakat dunia global. 
 
10  Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 11. 
11  Djoko Prakoso, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, (Yogyakarta: 
Liberty, 2011) hlm. 47. 
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Teknologi secara fungsional telah menguasai masyarakat, bahkan pada fungsi 
substansial, seperti mengatur beberapa sistem norma di masyarakat. Perkembangan 
teknologi secara nyatanya telah mempengaruhi masuknya budaya-budaya asing hal ini 
dapat dilihat dari hal-hal berbau porno saat ini telah memenuhi iklan, dunia modeling, 
film, musik, majalah, televisi, dapat dikatakan pornografi telah menjadi bagian dari 
kehidupan masyarakat modern. 
Hasil Penelitian Kasus Pornografi 
Terkait dengan penyebarluasan pornografi dalam tindak pidana menyebarluaskan 
video pornografi yang dipertontonkan dikhalayak ramai yang menyebabkan 
kekhawatiran bagi masyarakat akan bahaya berkembang luasnya pornografi di tengah 
masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan, penulis 
menyertakan data hasil penelitian yang didapat dari media internet, dalam kasus 
penyebarluasan pornografi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. 
 
Tabel 1 
Data Penelitian Kasus Penyebarluasan Pornografi Dalam 
Kurun Waktu 5 Tahun Antara 2015-2019 
Tahun Jumlah Peningkatan Kasus Penyebarluasan Pornografi 
2015 463 Kasus 
2016 587 Kasus 
2017 608 Kasus 
2018 679 Kasus 
2019 722 Kasus 
 
Jumlah 3.059 Kasus 
 
Berdasarkan data penelitian tentang penyebarluasan pornografi melalui media 
maupun secara terang-terangan di media sosial, dari grafik di atas dapat dilihat bahwa 
tindak pidana penyebarluasan pornografi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami 
peningkatan yang sangat signifikan, mulai dari tahun 2015-2019. 
Pada tahun 2015 terdapat 463 kasus, tahun 2016 sebanyak 587 kasus, tahun 2017 
sebanyak 608 kasus, tahun 2018 sebanyak 679 kasus, tahun 2019 sebanyak 722 kasus. 
Upaya Penanggulangan Penyebaran Pornografi 
Ada 3 (tiga) cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan 
penyebarluasan pornografi yakni: 
1. Upaya Preventif. Upaya Preventif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan untuk 
mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 
kejahatan secara preventif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang 
baik sehingga norma-norma tersebut masuk ke dalam setiap diri seseorang; 
2. Upaya preventif. Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya 
preventif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya 
preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan 
kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih 
baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha 
memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi 
kejahatan ulangan; dan 
3. Upaya represif. Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang 
tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya 
represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat 
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memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, 
meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jerah saja. 
Pendekatan Sosiologis 
Ditinjau dari segi sosiologis, tindakan kejahatan/kriminalitas disebabkan tidak ada 
integrasi yang harmonis antara lembaga-lembaga kemasyarakatan sehingga masing-
masing individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan macam-macam 
hubungan sosial. Gejala problem sosial mengakibatkan hubungan-hubungan sosial 




Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan ada beberapa upaya 
penanggulangan yang dapat dilakukan dalam menanggulangi pelaku penyebarluasan 
pornografi, upaya tersebut terbagi atas upaya: 
1. Preventif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara 
preventif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga 
norma-norma tersebut masuk ke dalam setiap diri seseorang. Pihak terkait lain yang 
bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau 
ulama, ulama bisa memberikan pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum 
agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, Apalagi Hukum dalam menonton 
apalagi menyebarkan pornografi. dengan cara memberikan pelajaran akhlak untuk 
masyarakat; 
2. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang 
masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Mencegah kejahatan 
lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana 
semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu 
diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak kepolisian 
dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan 
memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Upaya 
yang bisa dilakukan adalah melalui menjaga agar dalam keluarga jangan sampai 
terjadi perceraian, sehingga dalam keluarga tidak terjadi broken home. Serta orang tua 
hendaknya lebih banyak meluangkan waktu di rumah, sehingga mereka mempunyai 
waktu untuk memperhatikan pergaulan si anak serta apa saja yang sering ditonton 
oleh si anak. 
Selain itu ada upaya yang bisa dilakukan sekolah maupun perguruan tinggi yaitu 
Melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan tentang pornografi secara 
insidental. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada pelajar 
tentang dampak dan bahaya pornografi, sehingga mereka terhindar dari hal-hal yang 
berbau porno dan masa depan mereka terjaga dari kebutuhannya dan melakukan kerja 
sama dengan pihak sekolah/perguruan tinggi dan masyarakat melalui seminar atau 
dialog dengan mahasiswa atau masyarakat, karena masalah pornografi menjadi 
tanggung jawab menyeluruh semua komponen. 
Sekolah/Perguruan Tinggi merupakan salah satu lingkungan yang strategis untuk 
mensosialisasikan suatu ilmu atau suatu pesan moral kepada masyarakat. Ada pula 
upaya yang bisa dilakukan masyarakat sebagai kontrol sosial, yaitu mengontrol 
pergaulan ataupun perkumpulan yang memungkinkan terjadinya penyebarluasan 
 
12  Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 
1969), hlm. 282. 
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pornografi. Serta memberikan sanksi sosial, jika terjadi pelanggaran di masyarakat, 
misalnya seorang yang melanggar norma kesusilaan akan dikucilkan dan dijauhi 
sebagai sanksi atas apa yang telah di perbuatnya agar supaya menimbulkan efek jerah 
terhadap pelaku pelanggaran tersebut; 
3. Ada pula upaya Represif yang dilakukan oleh kepolisian dan juga pemerintah 
setempat. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena 
upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak 
mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian 
efek jera. 
Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum 
khususnya kepolisian dan pemerintah sebagai penegak hukum. Jika terjadi 
pelanggaran hukum di masyarakat, maka pemerintah akan menindak tegas terhadap 
pelaku tindak kejahatan, sehingga hukum bisa ditegakkan dan ketertiban masyarakat 
bisa tercipta. Serta melaksanakan operasi/razia ke kafe-kafe, tempat hiburan, warnet, 
hotel, penginapan, atau tempat hiburan lainya yang dimungkinkan digunakan tempat 
asusila. Biasanya untuk menarik pengunjung para pengusaha tersebut menyisipkan 
hal-hal yang mengarah pada tindakan pornografi, sehingga usahanya bisa lancar; dan 
4. Putusan hakim dalam memutus perkara Nomor 2348 K/Pid.Sus.2014/PN.KBNJH. 
Tidak sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi, tindak pidana menyiarkan video pornografi kepada umum, pidana 
maksimal 12 (dua belas) tahun penjara. Di mana hakim kurang tegas dalam mengadili 
dan tidak memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, karena sesungguhnya yang menjadi 
korban adalah masyarakat itu sendiri yang menyebabkan rasa takut, waswas, dan 
keresahan yang bersifat masif (luas), dan tindak pidana menyiarkan video porno 
kepada umum juga bisa menyebab kan terjadinya tindak pidana lain seperti: 
pelecehan seksual dan pemerkosaan. 
Saran 
1. Peran, keluarga, masyarakat dan juga aparat dan kepolisian dalam mencegah 
kejahatan pornografi sangatlah penting. Oleh karena itu, orang tua hendaknya lebih 
banyak meluangkan waktu di rumah, sehingga mereka mempunyai waktu untuk 
memperhatikan pergaulan si anak serta apa saja yang sering ditonton oleh si anak. 
Begitu pun peran masyarakat sebagai kontrol sosial yaitu memberikan sanksi sosial, 
jika terjadi pelanggaran di masyarakat, misalnya seorang yang melanggar norma 
kesusilaan akan dikucilkan dan dijauhi sebagai sanksi atas apa yang telah di 
perbuatnya agar supaya menimbulkan efek jerah, dan juga peran aparat serta 
kepolisian harus lebih ditingkatkan serta melaksanakan operasi/razia ke kafe-kafe, 
tempat hiburan, warnet, hotel, penginapan, atau tempat hiburan lainya yang 
dimungkinkan digunakan tempat asusila; dan 
2. Hakim dalam memutus perkara haruslah lebih tegas serta memikirkan dampak 
panjang yang akan terjadi dari kejahatan penyebarluasan pornografi ini, sebab ada 
banyak pihak yang sangat dirugikan terutama anak dan juga perempuan yang sering 
menjadi korban dalam tindak pidana pornografi. Akan sangat disayangkan apabila 
hukuman yang dijatuhkan majelis hakim sangat jauh dari hukuman maksimal yang 
sudah tertera dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yaitu 12 (dua 
belas) tahun penjara. Alangkah lebih baik majelis hakim memberikan hukuman 
setengah dari 12 (dua belas) tahun, agar bisa menimbulkan efek jerah bagi siapa pun 
yang akan melakukan tindak pidana pornografi. 
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